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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR: 2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 18 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama 
Menteri P~ndayagunaan Aparatur Negara dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian 
kelembagaan; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua 
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Mengingat 
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peraturan peraturan yang mengatur mengenai Susunan 
Organisas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat D erah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan 
diatur ke . bali; 

c. bahwa u tuk melaksanakan maksud tersebut diatas, 
perlu di etapkan dengan Peraturan Daerah untuk 
mengat ya. 

1. Undang- ndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembent kan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkun an Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan 
Pernerin Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai B rlakunya Undang-undang Nornor 13 Tahun 
1950; . 

2. Undang- ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60 TambahanLembaranNegaraNomor 3839); 

3. Undang- ndang Nomor 25 · Tahun 1999 tentang 
Perimban · an Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 72, 
Tambah LembaranNegaraNomor3848 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenan an Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai D erah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Noinor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelol dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembar NegaraNomor4022); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara un 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
NegaraN mor4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewen ng Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhe tian ·pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 20 3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor42 3); 
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8. KeputusanPresidenNomor44 Tahun 1999tentangTeknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah dan Rancangan Keputusari Presiden 
(LembarariNegara Tahun 1999Nomor70); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : . 130-67 Tahun 
2002 tenting Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan 
Kota; 

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah • 
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

11 . Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kebumen· Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kebumen. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : · PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
. TENTAN.G PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 
KElUA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Dalam Peraturan Dae rah ini y · g dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten ebumen; 

· 2. Pemerintah Daerah adalah emerintah Kabupaten Kebumen; 
3. Bupati adalah Bupati Keb en; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen; 
5. Dewan Perwakilan Raky t Daerah adaiah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Ke bum n; 
6. Sekretariat Daerah adalah ekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; 
7. Sekretaris Daerah yang s lanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris 

Daerah Kabupaten Ke bum n; · 
8. Sekretariat Dewan Perw ilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 
9. Sekretaris Dewan Perw lan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah abupaten Kebumen; 
10. Kelompok Jabatan Fungsi nal adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di 

Sekretariat Dewan Perw 'ilan Rakyat Daerah yang diberi hak dan 
wewenang secara penuh leh pejabat yang berwenang sesuai bidang 
keahliannyamasing-masin ; 

11. Pegawai adalah Pegawai N geri Sipil di Kabupaten Kebumen. 

BAB II 
P MBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini ·bentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae ah. 

BABIII -'-­
KEDUDUKAN, UGAS POKOK DAN FUNGSI 

agian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Sekretariat Dewan Per akilan Rakyat Daerah merupakan unsur 
pelayanan terhadap Dewan erwakilan Rakyat Daerah. 
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(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat oleh·Bupati 
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan atas persetujuan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 

( 1) Sekretariat Dewan Perwakilan . Rakyat Daerah mempunyai tug as 
melaksanakan segala urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 
persidangan, pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga 
dan perlengkapan, keuangan serta mengadakan informasi dan publikasi 
kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . . 

(2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh 
Sekretaris Daerah. 

· Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah 
ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh 

penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b. pelaksanaan penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. pelaksariaan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan 

dan perbekalan Dewan Perwakilan RakyatDaerah; 
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan persidangan dan 

pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan penghimpunan produk Dewan Pe:rwakilan Rakyat 
Daerah; 

e. pelaksana~n penyusunan rencana anggaran, pemeriksaan, penelitian dan 
pembukuan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

f. pelaksanaan penyiapan penyelengg3:raan informasi dan publikasi, 

51 



Himpunan Lembaran Daerah ahun 2004 

dokumentasi, keprotokol serta pengelolaan perpustakaan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daera 

g. pdaksanaan pemelihar dan pembinaan keamanan serta ketertiban 
urusan dalam; 

h. pelaksanaan urusan rum tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

BAB IV 
AN ORGANISASI . 

agian Pertama 
S sunan Organisasi 

Pasal 6 

( 1) Susunan Organisasi Sekre ariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri 
dari: . 
a. Sekretaris Dewan Pe akilan Rakyat Daerah; 
b. Bagian Risalah; 
c. Bagian Umum; 
d. Bagian Informasi; 
e. Bagian Keuangan; 
f. Kelompok Jabatan F gsional. 

(2) Masi:rig-masing Bagian se agaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal iru dipimpin 
. oleh seorang Kepala Bagi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah dan bertanggung · awab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana tercantum alam Lampiran Peraturan Daerah ini dan 
merupakan bagian yang ti , terpisahkan. 

Bagian Kedua 
Sekretaris De an Perwakilan Rakyat Daerah 

Pasal 7 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 
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Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Bagian Risalah 

Pasal 8 

Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan 
administrasi persidangan, mengumpulkan, mengkaji dan menyiapkan 
pembuatan risalah serta rilerumuskan dan menghimpun produk-produk Dewan 
PerwakilanRakyatDaerah. 

Pasal 9 · 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah 
ini, Bagian Risalah mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan urusan administrasi persidangan; 
b. pelaksanaan persiapan dari pendistribusian bahan untuk rapat; 
c. pelaksanaan persiap~ resume hasil rapat dan pengurnpulan bahan untuk 

rapat; 
d. pelaksanaan persiapan rancarigan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau produk 
perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penghimpunan semua produk-
produk hukurn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; · 

f. pelaksanaan persiapan segala sesuatu dalam rangka pembahasan 
· Rancangan Peraturan Daerah. 

Pasal 10 

· (1) BagianRisalahmembawahi: 
a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan; 
b. Sub Bagian Perundang-undangan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Risalah. 
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Pasal 11 

(1) . Sub Bagian Risalah dan ersidangan mempunyai tugas melaksanakan · 
urusan administrasi persid gan, menyiapkan dan mendistribusikan bahan 
rapat, mengikuti dan me1 uat resume hasil rapat, mengumpulkan bahan 
pembuatan risalah rap t serta menyelenggarakan pengelolaan 
perpustakaan. 

(2) Sub Bagian Perundang- dangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan dan mengkaji ancangan Keputusan dan Produk Perundang­
undangan Dewan· Perw lan Rakyat Daerah lainnya serta menyiapkan 
bahan dalam rangka pemb asan Rancangan Peraturan Daerah. 

agian Keempat 
Bagian Umum 

Pasal 12 

Bagian Umum mempunya1 gas melaksanakan urusan surat menyurat, 
administrasi kepegawaian, a inistrasi pcrjalanan dinas, barang inventaris, 
keamanan, perlengkapan dan p rbekalan. 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas seb gaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah 
ini, Bagian Umummempunyai gsi: 
a. pelaksanaan urusan surat enyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi 

kepegawaian dan adminis si perjalanan dinas; . 
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, penyiapan fasilitas rapat, pengurusan 

dan pemeliharaan rumah jabatan, kantor dan barang inventaris lainnya 
serta keamanan; - · 

c. pelaksanaan pengaturan, p eliharaan perlengkapan dan perbekalan. 

Pasal 14 

(1) Bagian Umummembawah·: 
a. Sub Bagian Tata U saha an Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Rumah 'I; ga dan Perlengkapan. 

(2) Masing-masing Sub Bagi n sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
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. dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam rnelaksanakan 
· tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 
Urnurn. · 

Pasal 15 

•. , (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian rnernpunyai tugas 
rnelaksanakan urusan suratrnenyurat, undangan, kearsipan, penggandaan 
dan adrninistrasi kepegawaian serta perj alanan dinas . 

. · (2) Sub Bagian Rurnah Tangga dan Perlengkapan rnernpunyai tugas 
rnelaksanakan penyiapan fasilitas rapat, rnengurus rurnah tangga, barang 

· inventaris dan kearnanan serta rnengajukan pengadaan dan penghapusan 
perlengkapan dan perbekalan. 

Bagian Kelirna 
Bagian Inforrnasi 

Pasal 16 

Bagian Informasi rnernpunyai tugas rnelaksanakan penerirnaan dan 
mcnarnpung aspirasi rnasyarakat serta mempublikasikannya kepada 
masyarakat, rnengikuti sernua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
melaksanakan keprotokolan dan dokurnentasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pasal 16 Peraturan Daerah 
ini, Bagian Inf ormasi rnempunyai fungsi : 

.., a. · pelaksanaan peliputan, pengurnpulan, penyaringan, analisis dan evaluasi 
serta penyajiart inforrnasi kegiatan; 

b. pelaksanaan pembinaan, pengernbangan, penerimaan dan penarnpungan 
aspirasi masyarakat; 

c. pelaksanaan urusan protokol; 
d. pelaksanaan penerangan, pernberitaan, publikasi dan penyiaran kegiatan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
e. pelaksanaan dokurnentasi kegiatan. 
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Pasal 18 

( 1) . Bagian Inf ormasi memba ahi : 
a. Sub Bagian Publlkasi dan Protokol; 
b. Sub Bagian Dokume tasi dan Pemberitaan. . 

(2) Masing-masing Sub Ba ian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dipimpin oleh seorang epala Sub Bagian yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di baw dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Informasi. 

Pasal 19 

(1) Sub Bagian Publikasi an Protokol mempunyai tugas melaksanakan 
publikasi perekaman k giatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
menerima dan men ung aspirasi masyarakat, penerbitan dan 
penyelenggaraan urusan engaturan acara dan kegiatan serta penerimaan 
tamu Dewan Perwakilan akyat Daerah. 

(2) Sub Bagian Dokume tasi dan Pemberitaan mempunyai tugas 
melaksanakan dokumen i dan pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Bagian Keenam 
agian Keuangan · 

Pasal 20 

Bagian Keuangan mempuny · tugas melaksanakan penyiapan penyusunan 
rencana anggaran, meng s perbendaharaan dan pengendalian serta 
pertanggungjawaban keuan an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakil Rakyat Daerah. 

Pasal 21 

Untuk melaksanakan tugas se ag~imana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah 
ini, Bc:tgian Keuangan memp yai fungsi : 
a. · pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dewan Perwakilan Rakyat · 

Daerah dan Sekretariat D wan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b. pelaksanaan pengelolaan dministrasi dan pengendalian keuangan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

c. pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 22 

( 1) Bagian Keuangan membawahi : 
a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Pengendalian dan Pertanggungjawaban. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Keuangan. 

Pasal 23 

( 1) Sub ·Bagian Perencanaan mempunyai tugas · melaksanakan perencanaan 
dan perumusan usulan anggaran. 

(2) Sub Bagian Pengendalian dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas 
melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan dan penyusunan 
pertanggungjawaban keuangan. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 24 

(1) Sepanjang dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku dapat dibentuk 
,, Kelompok J abatan Fungsional. · 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional membantu tugas Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usul Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

( 4) Kelompok J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari 
sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bi dang keahliannya. 

(5) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang 
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tenaga fungsional yang b rpengalaman yang ditunjuk oleh Bupati. . 
(6) Di dalam pelaksanaan gasnya, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional 

bertanggungjawab kepad Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(7) Jumlah jabatan fungsion I sebagaimana dimaksud ayat ( 4), ditentukan 

berdasarkan kebutuhan. 
(8) Jenis dan jenjang jabata .fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4), 

diatur sesuai dengan perat ran perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 25 

(1) Dalam melaksanakan tu asnya, . Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Kepala Bagian, pala Sub Bagian dan Kenia Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menera kan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dan simplifikasi secara ve ikal dan horisontal baik di lingkungan masing­
masing maupun antar unit rganisasi lain sesuai dengan tugasnya. 

(2) Setiap pimpinan satuan o ganisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat aerah bertanggung jawab memimpin, 
mengkoordinasikan dan emberikan bimbingan serta petunjnk . bagi 
pelaksanaan tugas bawah ya. 

Pasal26 

(1) Setiap pimpinan satuan or anisasi sebagaimana tersebut Pasal 25 ayat (2), 
wajib mengikuti dan mem tuhi petunjuk dati bertanggung jawab kepada 
atasarinya serta menyamp ikan laporan pada waktunya. 

(2) Setiap laporan yahg dit ima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajih disus d~ dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut secara erjenjang. 

· Pasal 27 

Dalam hal Sekretaris Dewan P rwakilan Rakyat Daerah berhalangan, Bupati 
menunjuk Kepala Bagian ·dal lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sebagai pejab t yang menjalankan tugas Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah d ngan pertimbangan dari Pimpinan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 29 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah m1, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d. 

H. SUROSO, SH. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 1 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN 

t.t.d. 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 29. 
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PERATURAND 

PENJELASAN 

OR 18 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTIJKAN RGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIATDEW N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KAB PATEN KEBUMEN 

I. UMUM 

Bahwa dengan telah iberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 ten tang Pedo an Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan 
Bersama Menteri Penday gunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor : 01/SKB .PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Pelaksan an Peraturan Pemerintah.Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organis si Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 ten g Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai N geri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 23 'I; un 2001 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali. 

Bahwa untuk melak anakan sebagaimana maksud tersebut di atas, 
maka perlu ditetapkan den an Peraturan Daerah untuk mengaturnya. 

II. PASAL DEMIPASAL 
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Pasal 1 : Cuku jelas 
Pasal 2 : Cuku jelas 
Pasal 3 Ayat ( 1 ) : Cuku jelas 

Ayat ( 2) : Cuku jelas 
Pasal 4 Ayat ( 1 ) : Cuku jelas 

Ayat ( 2) : Cuku jelas 

ct 

.. 



Pasal 5 : Cukup jelas 
Pasal 6 Ayat ( 1 ) : Cukup jelas 

Ayat ( 2) : Cukup jelas 
Ayat ( 3 ) : Cukup jelas 

Pasal 7 : Cukup jelas 
Pasal 8 : Cukup jelas 
Pasal 9 : Cukup jelas 
Pasal 10 Ayat ( 1 ) : Cukup jelas 

Ayat ( 2) : Cukup jelas 
Pasal 11 Ayat ( 1 ) : Cukupjelas 

Ayat ( 2) : Cukup jelas 
Pasal 12 : Cukupjelas 
Pasal 13 : Cukupjelas 
Pasal 14 Ayat (1) : Cukupjelas 

Ayat (2) : Cukupjelas 
Pasal 15 Ayat ( 1 ) : Cukup jelas 

Ayat (2) : Cukupjelas 
Pasal 16 : Cukupjelas 
Pasal 1 7 : Cukup jelas 
Pasal 18 Ayat ( 1 ) : Cukup jelas 

Ayat ( 2 ). : Cukup jelas 
Pasal 19 Ayat ( 1 ) : Cukup jelas 

Ayat ( 2) : Cukup jelas 
Pasal 20 : Cukup jelas 
Pasal 21 : Cukup jelas 
Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas 

Ayat (2) : Cukup jelas 
Pasal 23 Ayat (1) : Cukup jelas 

· Ayat (2) : Cukup jelas 
Pasal 24 Ayat ( 1) : Cukup jelas 

Ayat (2) : Cukup jelas 
Ayat (3) : Cukup jelas 
Ayat (4) : Cukupjelas 
Ayat (5) : Cukup jelas 
Ayat (6) : Cukup jelas 
Ayat (7) : Cukup jelas 
Ayat (8) : Cukup jelas 

Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas 

Perda Nomor 18 Tahun 2004 
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.Ayat (2) 
Pasal 26 Ayat (I) 

.Ayat 2) 
Pasal 27 
Pasal 28 
Pasal 29 Ayat (I) 

. Ayat (2) 

jelas 
jelas 
jelas 
jelas 
jelas . 
jelas 
jelas 

--00000--

.. 



Perda Nomor 18 Tahun 2004 

LAMPIRA.N: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG 
PEMBENTlJKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAHKABUPATENKEBUMEN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

I PIMPINAN DPRD I 

I SEKRET ARIS DPRD I 
I 

KEL. JABATAN FUNGSIONAL 

-

-

I I . 

BAGIAN RISALAH BAGIAN UMUM 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN 

RISALAH - TATAUSAHA 

DAN PERSIDANGAN 
DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

PERUNDANG• - RUMAH TANGGA 

UNDANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d. 

H. SUROSO, SH. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

-

-

I I 
BAGIAN INFORMASI BAGIAN KEUANGAN 

I 

SUBBAGIAN 
PUBLIKASI - SUB BAGIAN 

DAN PERENCANAAN 
PROTOKOL 

SUB BAGIAN SUBBAGIAN 
DOKUMEN --- PENGENDALIAN DAN 

DAN PERTANG• 
PEMBERIT AAN GUNGJAWABAN 

BUPATI KEBUMEN 

t.t.d. 

RUSTRININGSIH 

LEMBARANDAERAHKABUPATENKEBUMENTAHUN2004NOMOR29. 
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